


Mengingat     :      1.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999        

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4150); 

  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019     
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6409); 

 3.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun · 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4890); 

 4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897);  

 5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia· Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan                 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023     

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 6.  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

 7.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7     

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman 
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) 

sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 572); 



 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 79 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH 

KABUPATEN CIREBON. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 

Tahun 2017 tentang sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom dalam hal ini Pemerintah 

Kabupaten Cirebon. 

3. Bupati adalah Bupati Cirebon. 

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang 
mejalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif 

dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau 

pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda 
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang 
dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh 
Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak 

Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama 
Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak tanggungan 

atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama 

Penyelenggara Negara memangku jabatan. 

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara 
yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah 
laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun 

tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang 
uraian dan rincian informasi mengenai Harta 

Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan 
dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara. 



8. e-LHKPN adalah penyampaian Laporan Harta 

Kekayaan secara elektronik yang· dilakukan oleh 

Penyelenggara Negara kepada KPK. 

9. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan 
oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan 

harta kekayaannya. 

10. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan 

mengoordinasikan LHKPN. 

11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh 

Penyelenggara Negara kepada KPK. 

12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh 

Penyelenggaran Negara kepada publik. 

13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditujukan oleh 

instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di 

lingkungan instansi.  

14. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh 

instansi. 

15. Ajudan Bupati adalah pegawai yang mengurus segala 

keperluan yang berhubungan dengan pekerjaannya. 

16. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

2.  Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan 

LHKPN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon 

terdiri dari : 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Pejabat Struktural Eselon II; 

d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 

e. Pejabat Struktural Eselon III pada :  

1. Inspektorat; 

2. Badan Pendapatan Daerah; 

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah ; 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan; 

6. Rumah Sakit Umum Daerah; 

7. Dinas Kesehatan; dan 

8. Dinas Pendidikan. 

f. Pejabat Struktural Eselon IV pada : 

1. Badan Pendapatan Daerah; 
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2. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan;  

5. Rumah Sakit Umum Daerah; 

6. Dinas Kesehatan; dan 

7. Dinas Pendidikan. 

g. Kepala UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan; 

h. Pejabat Fungsional Auditor ; 

i. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara 

Urusan Pemerintah Daerah; 

J. Pejabat Fungsional pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  

k. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;  

l. Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur 

Teknik Perusahaan Daerah Air Minum; 

m. Direktur Utama dan Direktur Operasional 

Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat; 

n. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan 

KPK;  

o. Kepala Desa/Kuwu; dan 

p. Ajudan Bupati. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN 

pada saat:  

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara 

pada saat pertama kali menjabat; 

b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara; 

c. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara 
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau 

pensiun; atau 

d. Masih menjabat. 

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam 
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung 

sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya 
jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah 
berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaskud pada ayat (1)     huruf 

d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) 
tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 

Desember tahun laporan. 




